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Abstract 
This study aims to demonstrate empirically the effect of the transparency and accountability of local 
government financial statements (LKPD) on the level of local government corruption. Tests performed on 15 
city government in Sumatera.The data used are secondary data derived from the results of the Corruption 
Eradication Commission (KPK) on National Integrity Index of local government, the local government 
website, and the results of the audit The Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI) on the financial 
statements of local government in 2011 to the year 2013.This study using purposive sampling method and 
using a multiple linear regression analysis. The results showed that the transparency of local government 
financial statements (LKPD) negatively affect the level of local government corruption and accountability of 
local government financial statements (LKPD) positive effect on the level of local government corruption. 
 
Keywords: Transparency, Accountability, Local Government Financial Statements, Corruption, Local 
Government 
 
1. Latar Belakang 
Perubahan sistem politik, sosial, dan kemasyarakatan serta ekonomi yang dibawa oleh arus 
reformasi telah menimbulkan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tantangan pemerintah untuk merealisasikan tata kelola 
pemerintahan yang baik (good government governance) sangatlah besar, mengingat pelayanan 
publik yang dilakukan pemerintah telah tercemar dari berbagai bentuk tindakan, kegiatan, dan 
modus usaha yang tidak sehat yang bermuara pada praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 
Seperti yang disebutkan oleh Rinaldi, Purnomo, dan Damayanti (2007), sejak berlakunya otonomi 
daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pada tahun 2001 telah terjadi 
kecenderungan korupsi yang meningkat. 
Setiap akhir tahun, Transparency International (TI) mengeluarkan indeks persepsi korupsi 
peringkat negara yang menunjukkan seberapa besar terjadinya korupsi di sektor publik. Skor yang 
diberikan memiliki rentang 0-100 atau sangat korup-sangat bersih dari praktek korupsi. Praktek 
KKN telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup seperti yang diperlihatkan dari 
hasil survei yang dilakukan TI dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. 
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Tabel 1 
Indeks Persepsi Korupsi 
Di Beberapa Negara Asia Tenggara 
Negara Indeks Persepsi Korupsi Peringkat Tahun 2012 Peringkat Tahun 2013 Peringkat Tahun 2014 
Singapura 5 87 5 86 7 84 
Malaysia 54 49 53 50 50 52 
Thailand 88 37 102 35 85 38 
Filipina 108 34 80 36 85 38 
Indonesia 118 32 114 32 107 34 
Sumber: Transparency International Indonesia (TII), Data Diolah 2015 
Output dari tugas pokok dan fungsi instansi/ lembaga pemerintah adalah layanan yang diberikan kepada 
masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses layanan menjadi keharusan. Fakta layanan publik di 
Indonesia menunjukkan bahwa sektor ini masih rawan korupsi dalam bentuk penyuapan, pemerasan, gratifikasi 
ataupun penyalahgunaan wewenang (KPK, 2014:3). 
Otonomi daerah yang luas yang telah diberikan kepada daerah dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat 
meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Pemerintah Daerah yang pada akhirnya diharapkan mampu 
mencapai good government governance. Salah satu karakteristik good governance, yaitu prinsip akuntabilitas dan 
transparansi. Akuntabilitas diartikan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan 
kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik 
(Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Sedangkan, transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah 
dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak 
yang membutuhkan informasi (Tahir, 2012). 
Menurut Mardiasmo (2002), laporan keuangan yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik pemerintah 
merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Laporan keuangan disusun dan 
disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 
Tahun 2010. Laporan keuangan akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melihat apakah 
laporan keuangan telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan tidak melanggar peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Opini laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2014 atas 504 
Pemerintah Daerah dan perkembangan opini laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2012 sampai 
dengan tahun 2014 disajikan dalam tabel 2. Tabel 2 menunjukkan bahwa BPK RI telah memberikan opini atas 523 
LKPD tahun 2012, 524 LKPD tahun 2013, dan 501 LKPD tahun 2014. Belum seluruh Pemerintah Daerah dapat 
diberikan opini atas LKPD untuk tahun anggaran 2014 yang seharusnya opini diberikan kepada 539 Pemerintah 
Daerah yang wajib menyerahkan LKPD Tahun 2014. 
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Tabel 2 
Perkembangan Opini LKPD di Indonesia 
Tahun 2012 –Tahun 2014 
LKPD Opini Jumlah WTP % WDP % TW % TMP % 
Tahun 
2012 120 2,95 319 60,99 6 1,15 78 14,91 523 
Tahun 
2013 156 29,77 311 59,35 11 2,1 46 8,78 524 
Tahun 
2014 251 49,80 230 45,64 4 0,79 19 3,77 504 
Sumber: IHPS BPK RI, Data Diolah 2015 
Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) sepanjang tahun 2014 terjadi 629 kasus 
korupsi dan sebanyak 1.328 tersangka yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 5,29 triliun. 
Kasus korupsi mengalami peningkatan sebesar 69 kasus dibandingkan selama tahun 2013, yaitu 
560 kasus korupsi yang menyebabkan kerugian Rp 7,3 triliun uang negara. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh transparansi dan 
akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)terhadap tingkat korupsi pemerintah 
daerah.Penelitian ini penting untuk dilakukan melihat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang 
diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengalami peningkatan yang menunjukkan 
semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) akan tetapi kasus korupsi 
yang terjadi di instansi pemerintah terus meningkat setiap tahunnya. 
 
2. Tinjauan Pustaka 
2.1. Landasan Teori 
Teori Keagenan (Agency Theory) 
Teori keagenan membahas tentang hubungan keagenan dimana suatu pihak tertentu 
(principal) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (agent) yang melakukan pekerjaan. Dalam 
teori agensi yang diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976) menyatakan diantara pihak-pihak 
yang berkepentingan, pemilik dan pengelola, sejak perusahaan publik melakukan pemisahan antara 
keduanya, terdapat asimetri informasi antara kedua pihak tersebut. Adanya asimetri informasi inilah 
yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen. 
Mardiasmo (2002) menyatakan kewajiban pemegang amanah (agent) untuk memberikan 
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan 
yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan 
kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pendapat Mardiasmo (2002) tentang 
akuntabilitas dalam konteks sektor publik mengandung arti bahwa dalam pengelolaan pemerintah 
daerah terdapat hubungan keagenan (teori keagenan) antara masyarakat sebagai principal dan 
pemerintah daerah sebagai agent. 
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Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Transparansi 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, transparansi berarti memberikan 
informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa 
masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas 
pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya 
dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara 
yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme harus memenuhi salah satunya asas 
keterbukaan. Asas keterbukaan yang dimaksud, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak 
masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang 
penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, 
golongan, dan rahasia negara (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999). 
Akuntabilitas 
Akuntabilitas merupakan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta 
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan secara periodik (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Akuntabilitas 
publik terdiri dari dua macam (Mardiasmo, 2002: 21), yaitu: akuntabillitas vertikal (vertical 
accountibility) dan akuntabilitas horisontal (horizontal accountability). Akuntabilitas vertikal adalah 
pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya 
pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban 
pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada majelis 
permusyawaratan rakyat (MPR). Pertanggungjawaban horisontal adalah pertanggungjawaban 
kepada masyarakat luas baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan rakyat. 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Mardiasmo (2002: 159) menjelaskan bahwa laporan keuangan organisasi sektor publik 
merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan 
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA), 
neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan 
keuangan perusahaan daerah yang disusun sesuai standar akuntansi pemerintah. 
Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) disusun berdasarkan laporan keuangan yang 
dibuat oleh seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). SKPD adalah perangkat daerah pada 
pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang. Mengacu pada Peraturan Menteri 
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Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, laporan keuangan SKPD disampaikan kepada Kepala 
Daerah paling lambat dua bulan setelah akhir tahun anggaran/ periode akuntansi berakhir. 
Penyusunan dan penyajian LKPD dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. 
Penyajian LKPD dilampiri dengan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan 
daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) untuk dilakukan pemeriksaan. 
Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 
Adanya keterbukaan dalam penyelengaraan urusan publik akan memudahkan pengawasan 
terhadap jalannya pemerintahan. Pengawasan dari masyarakat dapat mencegah terjadinya 
penyimpangan alokasi sumber daya maupun berbagai pelanggaran dalam kegiatan pemerintahan 
seperti korupsi (ITB, 2004). 
Menurut Munir (2003) anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang 
hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (uang). 
Anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam pengelolaannya harus memperhatikan 
prinsip transparansi. Akses masyarakat terhadap dokumen anggaran penting baik untuk 
akuntabilitas finansial pemerintah dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh para elit politik 
di daerah (Gedeona, 2005). 
Menurut Sopanah dan Mardiasmo (2003) anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif 
dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut: (1) terdapat pengumuman 
kebijakan anggaran, (2) tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses, (3) tersedia laporan 
pertanggungjawaban yang tepat waktu, (4) terakomodasinya suara/ usulan rakyat, dan (5) terdapat 
sistem pemberian informasi kepada publik. Selain itu, Aminah dan Tarmizi (2013) mengatakan 
informasi lainnya yang dipublikasikan Pemerintah Daerah terkait dengan aktivitas penting lainnya 
yang tidak dibatasi kriterianya, seperti informasi pengadaan barang terbuka/ tender, informasi 
kesempatan investasi di daerah, informasi kekayaan alam, informasi green government, dan lain 
sebagainya sebagai kriteria transparansi. 
Akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) menjadi hal penting karena 
merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan anggaran 
pendapatan dan belanja daerah (APBD). Untuk mengetahui akuntabilitas laporan keuangan 
pemerintah daerah perlu dilakukan pemeriksaan (diaudit) yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) RI, sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara 
sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. 
142 JURNAL Akuntansi & Keuangan Volume 7, Nomor 2, September 2016 
 
Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) bertujuan untuk memberikan pendapat/ opini atas kewajaran informasi keuangan yang 
disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pada kriteria: (a) kesesuaian dengan standar 
akuntansi pemerintahan atau prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan 
perundang-undangan, (b) kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), (c) kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan, dan (d) efektivitas sistem pengendalian internmenurut Peraturan 
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (RI) Nomor 01 Tahun 2007.Merujuk pada standar 
pemeriksaan keuangan negara (SPKN) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Nomor 
1Tahun 2007 terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, sebagai berikut:1. 
Wajar tanpa pengecualian (WTP),2. Wajar dengan pengecualian (WDP), 3. Tidak wajar (TW), 4. 
Tidak memberikan pendapat (TMP). 
Korupsi 
Pengertian Korupsi 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tindak pidana korupsi yaitu setiap 
orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain 
atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya 
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ada 30 jenis tindakan yang dikategorikan 
sebagai tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi itu dapat dikelompokkan menjadi 7 kategori, 
yaitu: (1) kerugian keuangan negara, (2) suap-menyuap, (3) penggelapan dalam jabatan, (4) 
pemerasan, (5) perbuatan curang, (6) benturan kepentingan dalam pengadaan, dan (7) gratifikasi. 
Penyebab Korupsi 
Klitgaard (1998) menyebutkan bahwa korupsi dikarenakan adanya monopoli kekuasaan 
terhadap barang dan jasa ditambah dengan adanya kekuasaan untuk melakukan diskresi mengenai 
siapa yang akan atau berhak menerima barang atau jasa tersebut tetapi tanpa diimbangi adanya 
akuntabilitas. Menurut Shah (2007) terjadinya korupsi di sektor publik akan sangat tergantung pada 
sejumlah faktor yaitu: (1) kualitas manajemen sektor publik, (2) keadaan hubungan akuntabilitas 
antara pemerintah dan masyarakat, (3) kerangka hukum, dan (4) tingkatan dimana proses sektor 
publik dilengkapi dengan transparansi. 
Dampak Korupsi 
Menurut Pope (2008) korupsi adalah perilaku yang merusak sistem sosial. Kebijakan politik 
dan sistem hukum disusun untuk melindungi elit politik yang korup, sekaligus menjadi alat untuk 
menghancurkan kekuatan sosial masyarakat yang ingin melawan. Berbagai keputusan penting demi 
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kepentingan orang banyak diambil berdasarkan pertimbangan kepentingan pribadi, tanpa 
mempedulikan akibat sosialnya bagi kehidupan masyarakat banyak. Korupsi selalu mengakibatkan 
situasi sosial-ekonomi tidak pasti. Korupsi sering menjadi beban pajak tambahan atas sektor swasta. 
Investor asing sering memberi reaksi negatif atas hal ini. Sebuah negara dapat mencapai tingkat 
investasi asing yang optimal, jika negara bersangkutan terlebih dulu memberantas korupsi dan 
pajak tidak resmi atas para investor (Pope, 2008). 
Penanggulangan Korupsi 
Menyangkut korupsi di pemerintahan daerah, menurut de Asis (2006) terdapat lima strategi 
yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi, yakni meningkatkan transparansi dan 
akuntabilitas, penilaian keinginan politik dan titik masuk untuk memulai,mendorong partisipasi 
masyarakat, mendiagnosa masalahyang ada, serta melakukan reformasi denganmenggunakan 
pendekatan yang holistik. Menurut Shah (2007) pemberantasan korupsi membutuhkan pemahaman 
terhadap penyebab dari munculnya masalah korupsi tersebut pada sebuah negara/ daerah sehingga 
perlu dipertimbangkan kondisi pengaruh dari korupsi atau kualitas dari tata kelola pemerintahan 
yang ada di negara/daerah tersebut. 
Mengukur Tingkat Korupsi 
Tingkat korupsi yang terjadi di suatu daerah secara tepat sulit diketahui. Sebagai upaya 
pencegahan dan pemberantasan korupsi Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan 
Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 
(Stranas PPK) jangka panjang 2012-2025 dan Stranas PPK jangka menengah tahun 2012-2014. 
Indikator utama keberhasilan Stranas PPK di tingkat nasional diukur menggunakan Corruption 
Perception Index (CPI) dan National Integrity System (NIS). Sasaran utama Stranas PPK adalah 
menurunkan tingkat korupsi dan  mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan bebas 
korupsi. 
Survei integritas sektor publik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilakukan dalam 
rangkamenilai tingkat integritas layanan publik dan  merupakan salah satu upaya yang perlu 
dilakukan untuk memastikan faktor penyebab terjadinya korupsi di layanan publik.Responden yang 
dipilih adalah yang mengurus langsung layanan dalam kurun waktu satu tahun terakhir.Nilai 
integritas dalam survei ini berkisar antara 0–10, yang menunjukkan bahwa semakin mendekati 10, 
integritas untuk layanan semakin baik dan sebaliknya jika mendekati 0, integritas layanan semakin 
buruk (www.kpk.go.id). 
 
 
144 JURNAL Akuntansi & Keuangan Volume 7, Nomor 2, September 2016 
 
2.2 Penelitian Terdahulu 
Setiawan (2012) meneliti tentang pengaruh akuntabilitas laporan keuangan pemerintah 
daerah terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia. Hasil penelitiannya, Setiawan 
menemukan bahwa akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap 
tingkat korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. 
Kurniawan (2009) meneliti peranan akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat dalam 
pemberantasan korupsi di pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang 
dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia masih parsial dan cenderung tidak memiliki 
strategi desain yang jelas sehingga dalam banyak kasus tidak mampu mengurangi tingkat korupsi 
yang terjadi. 
Gedeona (2005) melakukan penelitian mengenai transparansi pengelolaan anggaran daerah 
sebagai sebuah alternatif pemberantasan korupsi di tingkat daerah. Hasil penelitian menyimpulkan 
bahwa ketertutupan sistem pengelolaan anggaran hendaknya diubah dengan penekanan pada 
prinsip transparansi karena terlalu berbahaya untuk dibiarkan berlangsungnya tanpa transparansi. 
Aminah dan Tarmizi (2013) meneliti mengenai hubungan antara transparansi dan 
akuntabilitas pada kinerja laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Hasil penelitian 
menemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki hubungan positif terhadap kinerja 
LKPD. 
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis 
Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan 
nepotisme harus memenuhi salah satunya asas keterbukaan. Penerapan asas keterbukaan 
(transparan) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memberikan kesempatan kepada 
masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah 
secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif. 
Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberi amanat oleh rakyat untuk menjalankan 
pemerintahan di daerah harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. Akuntabilitas 
diyakini memberikan kontribusi dalam usaha mereduksi praktek korupsi yang banyak terjadi di 
Pemerintah Daerah. Klitgaard (1998) berpendapat bahwa salah satu strategi yang dapat dilakukan 
untuk memberantas korupsi adalah dengan memperbaiki sistem yang korup yakni dengan 
akuntabilitas.Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas Pemerintah Daerah perlu dilakukan 
pemeriksaan (diaudit). Akuntabilitas Pemerintah Daerah diperiksa oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).  Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, 
maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 1 
Kerangka Pemikiran Teoritis 
 
2.4 Hipotesis Penelitian 
Pengaruh Transparansi terhadap Tingkat Korupsi 
Gedeona (2005) menyatakan bahwa ketertutupan sistem pengelolaan anggaran hendaknya 
diubah dengan penekanan pada prinsip transparansi karena terlalu berbahaya untuk dibiarkan 
berlangsungnya tanpa transparansi. Adanya keterbukaan dalam penyelengaraan urusan publik akan 
memudahkan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Pengawasan dari masyarakat dapat 
mencegah terjadinya penyimpangan alokasi sumber daya maupun berbagai pelanggaran dalam 
kegiatan pemerintahan seperti korupsi (ITB, 2004). Keterbukaan (openness) Pemerintah dalam 
memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-
pihak yang membutuhkan informasi diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang 
bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Transparansi diyakini mampu mereduksi 
tingkat korupsi, dan sebaliknya. 
H1 = Transparansi laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap 
tingkat korupsi Pemerintah Daerah. 
Pengaruh Akuntabilitas terhadap Tingkat Korupsi 
Menurut de Asis (2006) strategi yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi di 
pemerintahan daerah salah satunya, yaitu dengan meningkatkan akuntabilitas. Akuntabilitas 
diyakini memberikan kontribusi dalam usaha mereduksi praktek korupsi yang banyak terjadi di 
Pemerintah Daerah. Opini audit laporan keuangan menunjukkan tingkat kewajaran yang 
mencerminkan tingkat akuntabilitas laporan keuangan yang diyakini memberikan kontribusi dalam 
usaha mereduksi praktek korupsi. Opini audit yang wajar menunjukkan akuntabilitasnya baik 
diyakini mampu mereduksi tingkat korupsi, demikian juga sebaliknya. 
H2 = Akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap 
tingkat korupsi Pemerintah Daerah 
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3. Metode Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kausalitas. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Pemerintah Kota se-Sumatera. Pemerintah Kota (Pemkot) yang menjadi sampel dalam 
penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu (purposive sampling) dengan tujuan untuk 
mendapatkan sampel yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Terdapat 15 Pemerintah Kota 
yang dapat dijadikan sebagai sampel dalam penelitian, yaitu Pemkot Banda Aceh, Pemkot Medan, 
Pemkot Binjai, Pemkot Pematang Siantar, Pemkot Dumai, Pemkot Pekanbaru, Pemkot Bukittinggi, 
Pemkot Padang,Pemkot Tanjung Pinang, Pemkot Batam, Pemkot Bengkulu, Pemkot Palembang, 
Pemkot Jambi, Pemkot Metro, dan Pemkot Bandar Lampung. 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.Data transparansi 
diperoleh dari website masing-masing Pemerintah Kota se-Sumatera. Data akuntabilitas diperoleh 
dari opini yang diterbitkan BPK RI Perwakilan masing-masing daerah melalui laporan hasil 
pemeriksaan (LHP). Data tingkat korupsi diperoleh dari indeks integritas nasional yang 
dipublikasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengumpulan data pada penelitian ini 
dilakukan dengan cara dokumentasi dan studi pustaka.  
3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 
Variabel Terikat (Dependent Variable) 
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat korupsi Pemerintah Daerah.Indeks 
integritas nasional merupakan indeks yang berupa skala numerik yang mengukur tingkat korupsi 
dalam Pemerintah Daerah, rentang indeksnya adalah dari 0 sampai dengan 10. Indeks tersebut 
menunjukkan semakin mendekati 10, integritas untuk layanan semakin baik dan sebaliknya jika 
mendekati 0, integritas layanan semakin buruk. 
Variabel tingkat korupsi pemerintah daerah diukur menggunakan indeks integritas nasional 
yang dimodifikasi (Setiawan, 2012). Proses modifikasinya menggunakan dasar logika apabila nilai 
indeks integritas nasional adalah 0 maka tingkat korupsinya adalah 10 (terjadi korupsi yang sangat 
tinggi) dan apabila nilai indeks integritas nasional adalah 10 maka tingkat korupsinya adalah 0 
(tidak terjadi praktek korupsi). Rumus operasional matematikanya, yaitu: 
𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝐾𝑜𝑟𝑢𝑝𝑠𝑖 = 10 − 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 
Variabel Bebas (Independent Variable) 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan 
pemerintah daerah.Ukuran transparansi yang digunakan dalam penelitian ini melihat seberapa 
banyak informasi Pemerintah Daerah yang terdapat dalam website Pemerintah Daerah.Indikator 
Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas... (Khairudin, Rina Erlanda) 147 
 
yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Aminah dan Tarmizi (2013) yang 
menggunakan enam kriteria dalam mengukur transparansi sebagai berikut: 
1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran. 
2. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses. 
3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu. 
4. Terakomodasinya suara/usulan rakyat. 
5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik. 
6. Informasi lainnya yang dipublikasikan Pemerintah Daerah terkait dengan aktivitas penting 
lainnya yang tidak dibatasi kriterianya, seperti informasi pengadaan barang terbuka/ tender, 
informasi kesempatan investasi di daerah, informasi kekayaan alam, informasi green 
government, dan lain sebagainya yang memiliki kandungan informasi penting. 
Penelitian ini menggunakan pengukuran transparansi dengan skala 1 sampai 4. Apabila 
memenuhi enam kriteria tersebut dan selisih satu kriteria maka Pemerintah Daerah tersebut akan 
diberi skor 4, dan seterusnya. Semakin banyak informasi yang dirilis Pemerintah Daerah ke dalam 
website, maka diasumsikan semakin tinggi pula tingkat transparansi Pemerintah Daerah tersebut. 
Opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terdiri dari empat opini, yaitu wajar tanpa 
pengecualian (WTP/ unqualified opinion), wajar dengan pengecualian (WDP/ qualified opinion), 
tidak wajar (TW/ adverse opinion), dan tidak memberikan pendapat (TMP/ disclaimer opinion). 
Pengukuran opini menggunakan skala 1 sampai 4 dengan WTP diberi nilai 4, WDP diberi nilai 3, 
TW diberi nilai 2, dan TMP diberi nilai 1. 
3.2. Analisis Data 
Analisis Kualitatif 
Analisis kualitatif merupakan suatu analisis data yang tidak memerlukan pengujian secara 
matematis dan sistematis. Namun, hanya bersifat penjelasan berdasarkan data yang ada melalui 
statistik deskriptif berupa nilai rata-rata (mean), standar deviasi, dan kisaran skor maksimum dan 
minimum (Singarimbun dan Efendi, 2000). 
Analisis Kuantitatif 
Adapun alat analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 
berganda, uji hipotesis, dan koefisien determinasi. 
Analisis Regresi Berganda 
Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel 
transparansi dan akuntabilitas terhadap tingkat korupsi. Adapun persamaan rumus sebagai berikut: 
𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝐾𝑜𝑟𝑢𝑝𝑠𝑖 = 𝑎0 +  𝑏1 𝑇𝑆 + 𝑏2 𝐴𝐾 + 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 
148 JURNAL Akuntansi & Keuangan Volume 7, Nomor 2, September 2016 
 
dimana: 
a  = konstanta   TS = transparansi 
b1 dan b2 = koefisien regresi  AK = akuntabilitas 
Uji Hipotesis 
Untuk melakukan pengujian pada penelitian menggunakan uji siginifikan parameter 
individual (uji t).Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 (α=5%). 
Uji Koefisien Determinasi 
Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 
menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011:97). Nilai R2 berkisar antara 0 sampai 1, 
semakin tinggi nilai R2  maka semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam 
menjelaskan variabel dependen. Nilai R2 yang kecil menunjukan kemampuan variabel independen 
dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas dan berlaku sebaliknya. 
 
4. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
4.1. Hasil Penelitian 
Analisis Kualitatif 
Uji statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaranatau deskripsi dari suatu data 
yang dilihat dari jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan 
standar deviasi dari masing-masing variabel. Tabel 4.2. menunjukkan statistik deskriptif dari 
variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 
Tabel 3 
Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
TRANSPARANSI 45 1 4 2,36 1,264 
AKUNTABILITAS 45 3 4 3,44 ,503 
TINGKAT KORUPSI 45 2,23 6,85 3,6804 ,94626 
Valid N (listwise) 45     
Sumber: Data Diolah dengan SPSS, 2016 
Berdasarkan tabel 3 di atas, hasil statistik deskriptif nilai minimum variabel independen 
transparansi adalah 1 dan nilai maksimum 4 dengan nilai rata-rata sebesar 2,36, serta standar 
deviasinya adalah 1,264. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata (mean) 
mengandung arti bahwa penerapan transparansi pada masing-masing Pemkot tidak jauh berbeda 
dan penyimpangan masing-masing data transparansi relatif kecil. Nilai minimum variabel 
akuntabilitas sebesar 3, nilai maksimum 4, dan nilai rata-rata 3,44 ,serta standar sebesar 0,503.Nilai 
standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata (mean) mengandung arti bahwa 
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penerapan akuntabilitas pada masing-masing Pemkot tidak jauh berbeda dan penyimpangan 
masing-masing data akuntabilitas relatif kecil. 
Variabel tingkat korupsi dengan nilai minimum sebesar 2,23, nilai maksimum 6,85, nilai rata-
rata sebesar 3,6804, dan standar deviasi sebesar 0,94626. Nilai standar deviasi yang lebih kecil 
dibandingkan nilai rata-rata (mean) mengandung arti bahwa tingkat korupsi pada masing-masing 
Pemkot tidak jauh berbeda dan penyimpangan masing-masing data tingkat korupsi relatif kecil. 
Analisis Kuantitatif 
Analisis Regresi Berganda 
Hipotesis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh variabel 
transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat korupsi 
pemerintah daerah dengan menggunakan regresi linear berganda.Berdasarkan hasil penelitian, 
analisis linier berganda dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini: 
Tabel 4 
Analisis Regresi Berganda 
 
Sumber: Data Diolah dengan SPSS, 2016 
Tingkat Korupsi = 1,170 – 0,130TS + 0,818AK + error 
Dari persamaan regresi yang ada, maka persamaan regresi tersebut dapat diartikan sebagai 
berikut:  
a. Besarnya konstanta adalah 1,170. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tingkat korupsiakan tetap 
sebesar 1,17 tanpa adanya pengaruh dari variabel-variabel bebas. 
b. Variabel transparansi (TS) dengan nilai 0,130 bertanda negatif yang artinya 
transparansimemiliki pengaruh ke arah negatif terhadap tingkat korupsi atau mengindikasikan 
bahwa setiap peningkatan transparansi pemerintah daerahsebesar 1 poinmaka akan 
menyebabkan penurunan tingkat korupsi sebesar 13% apabila faktor-faktor lainnya konstan. 
c. Variabel akuntabilitas dengan nilai 0,818 bertanda positif yang artinya akuntabilitas memiliki 
pengaruh ke arah positif terhadap tingkat korupsi atau setiap peningkatan tingkat akuntabilitas 
maka akan menyebabkan peningkatan tingkat korupsi sebesar 81,8% apabila faktor-faktor 
lainnya konstan. 
Uji Hipotesis 
Untuk melakukan pengujian pada penelitian menggunakan uji siginifikan parameter 
individual (uji t). Berdasarkan hasil penelitian, uji t dapat di lihat pada tabel 5dan tabel 6dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
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Tabel 5 
Hasil Pengujian Hipotesis X1 terhadap Y 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3,798 ,304  12,504 ,000 
TRANSPARANSI -,050 ,114 -,067 -,438 ,664 
a. Dependent Variable: TINGKAT KORUPSI 
Sumber: Data Diolah dengan SPSS, 2016 
Tabel 6 
Hasil Pengujian Hipotesis X2terhadap Y 
Sumber: Data Diolah dengan SPSS, 2016 
1. Pengaruh Variabel Transparansi terhadap Tingkat Korupsi 
Hipotesis pertama yang diajukan menyatakan bahwa transparansi berpengaruh negatif 
terhadap tingkat korupsi. Berdasarkan tabel 5 diperoleh tingkat signifikansi untuk variabel 
transparansi sebesar 0,664yang menunjukkan berada di atas 0,05. Hal ini berarti variabel 
transparansi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat korupsi pada 
pemerintah kota. Dengan itu, hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini diterima.  
2. Pengaruh Variabel Akuntabilitas terhadap Tingkat Korupsi 
Hipotesis kedua yang diajukan menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap 
tingkat korupsi. Berdasarkan tabel 6 diperolehtingkat signifikansi untuk variabel akuntabilitas 
sebesar 0,008yang menunjukkan berada di bawah 0,05. Hal ini berarti variabel transparansi 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat korupsi pada pemerintah kota. Dengan 
itu, hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini ditolak. 
Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Nilai koefisien determinasi dilihat pada R Square, hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 8 
dan tabel 9di bawah ini: 
Tabel 7 
Hasil R Square Pengaruh Transparansi terhadap Tingkat Korupsi 
Sumber: Data Diolah dengan SPSS, 2016 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1,141 ,920  1,241 ,221 
AKUNTABILITAS ,737 ,264 ,391 2,790 ,008 
a. Dependent Variable: TINGKAT KORUPSI 
Model Summary 
Model 
R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
dimension0 1 ,067a ,004 -,019 ,95507 
a. Predictors: (Constant), TRANSPARANSI 
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Berdasarkan output SPSS pada tabel 7 di atas dapat dilihat bahwa dari hasil perhitungan 
diperoleh nilai koefisien determinasi R Squaresebesar 0,004. Hal ini menunjukkan bahwa 
kemampuan menjelaskan variabel transparansi terhadap variabel dependen, yaitu tingkat korupsi 
yang dapat diterangkan oleh model persamaan ini sebesar 0,4% sedangkan sisanya sebesar 99,6% 
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel penelitian. 
Tabel 8 
Hasil R Square Pengaruh Akuntabilitas terhadap Tingkat Korupsi 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
dimension0 1 ,391a ,153 ,134 ,88079 
a. Predictors: (Constant), AKUNTABILITAS 
Sumber: Data Diolah dengan SPSS, 2016 
Berdasarkan output SPSS pada tabel 8 di atas dapat dilihat bahwa dari hasil perhitungan 
diperoleh nilai koefisien determinasi R Squaresebesar 0,153. Hal ini menunjukkan bahwa 
kemampuan menjelaskan variabel akuntabilitas terhadap variabel dependen, yaitu tingkat korupsi 
yang dapat diterangkan oleh model persamaan ini sebesar 15,3% sedangkan sisanya sebesar 84,7% 
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel penelitian. 
4.2. Pembahasan 
Pengaruh Transparansi terhadap Tingkat Korupsi 
Berdasarkan pengujian yang dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi 
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah.Hasil 
penelitian sejalan dengan pendapat ITB (2004) bahwa pengawasan dari masyarakat dapat 
mencegah terjadinya penyimpangan alokasi sumber daya maupun berbagai pelanggaran dalam 
kegiatan pemerintahan seperti korupsi. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Gedeona (2005) 
yang melakukan penelitian mengenai transparansi pengelolaan anggaran daerah sebagai sebuah 
alternatif pemberantasan korupsi di tingkat daerah. Ketertutupan sistem pengelolaan anggaran 
terlalu berbahaya untuk dibiarkan terus berlangsungtanpa transparansi. Semakin meningkatnya 
transparansi pemerintah daerah akan mengurangi tingkat korupsi dan sebaliknya. 
Pengaruh Akuntabilitas terhadap Tingkat Korupsi 
Berdasarkan pengujian yang dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah.Hasil ini tidak 
mendukung penelitian Setiawan (2012) yang menyatakan bahwa akuntabilitas laporan keuangan 
pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Kurniawan (2009) bahwa akuntabilitas publik dalam 
banyak kasus tidak mampu mengurangi tingkat korupsi yang terjadi.Opiniaudit yang wajar 
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menunjukkan akuntabilitasnya baik diyakini mampumereduksi tingkat korupsi. Namun, walaupun 
tingkat akuntabilitas Pemerintah Daerah dengan perolehan opini audit yang diberikan oleh BPK RI, 
baik dengan mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan wajar dengan pengecualian 
(WDP) tidak menjamin bahwa tingkat korupsi di Pemerintah Daerah rendah. 
 
5. Kesimpulan dan Saran 
5.1. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, peneliti dapat mengambil kesimpulan 
bahwa transparansi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat korupsi. Ini 
mengindikasikan bahwa peningkatan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah dapat 
mengurangi tingkat korupsi pemerintah dan kurangnya transparansi dapat menyebabkan tingginya 
tingkat korupsi pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, hipotesis pertama 
penelitian ini diterima. 
Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat korupsi. Hal ini 
mengindikasikan bahwa peningkatan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak dapat 
mengurangi tingkat korupsi pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, hipotesis 
kedua penelitian ini ditolak. 
5.2. Saran 
Beberapa saran yang dapat diberikan untuk Pemerintah Daerah, yaitu: 
1. Pemerintah Daerah sebaiknya lebih meningkatkan transparansi dengan menginformasikan 
setiap perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan, serta pertanggungjawaban pemerintah 
kepada publik sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya 
penyelenggaraan urusan publik dan mencegah terjadinya korupsi. 
2. Pemerintah Daerah sebaiknya melakukan upaya pemberantasan korupsi yang diarahkan pada 
penguatan peran masyarakat dalam mengawasi pemerintah dan penguatan akuntabilitas 
publiksecara lebih efektif dan efisien di masa mendatang. 
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